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BUPATI SEMARANG 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

NOMOR   7   TAHUN   2013 
 

TENTANG 

 
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI  SEMARANG, 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30                  

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa 
Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk 

melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Usaha 
Jasa Kontruksi; 

 

b. bahwa dalam rangka untuk mengatur, memberikan 
pedoman dan kepastian hukum serta untuk melindungi 
kepentingan masyarakat, serta membina BUJK dan orang 

perseorangan yang memiliki usaha jasa konstruksi maka 
perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

perizinan usaha jasa konstruksi; 
 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 

Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang 
ada, maka dipandang perlu ditinjau kembali; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha 
Jasa Konstruksi; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan  Propinsi Jawa Tengah; 
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3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3029); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

12.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983                  
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27              

Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5145);  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92              

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 3957); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28   
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4532); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4741); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Perundang-Undangan; 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);  

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/ PRT/M / 

2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha 
Jasa Konstruksi Nasional; 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/ PRT/M / 
2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 
Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/ PRT/M / 
2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan 
Subkualifikasi  Usaha Jasa Konstruksi; 

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/ PRT/M / 
2011 tentang Standar Pelayanan Minimal; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D 

Nomor 11); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16   

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 14); 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26  Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23); 

 
 

 
 



5 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
dan 

BUPATI SEMARANG 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA 
KONSTRUKSI.  

 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.  

5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 

Kabupaten Semarang. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya 

disingkat SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai bidangnya. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk, yang selanjutnya disingkat 

SKPD yang ditunjuk, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk 
oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan perizinan di bidang jasa 

konstruksi. 
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah 

badan usaha, yang kegiatan usahanya  bergerak dibidang jasa konstruksi. 

9. Domisili adalah tempat pendirian dan/ atau kedudukan / alamat BUJK 
yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.  

10. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan 
jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

11. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi 
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan 

konstruksi. 
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin 

untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 


